


LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.
Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945 yang
menjeiaskan secara tegas bahwa "Negara indonesia berdasar atas hukum
(Rechtsstaet): tidak bertasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaal)”

Oteh karena it seturuh aspek kehidupan baik itu di bidang ekonemi.
politik, sosial, budaya dan lein sebagainya diatur dan ditata oleh hukum.
Sehingga peirsoglan-perscalen yang fimbul dalam masyarakat akan
diselesaikan mepurut hukum yang bertaku. Hukum akan dijatuhkan jika kita
melakukan ke,ahatan, dan kejahatan itu sendiri menurut Roeslan Saleh
adaleh perbua‘an piduna yang pada pokoknya diatur dalam Buku ke-il Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan alwan-aturan lain dikiar KUHP yang
dinyatakan didalamnya ini sebagat kejahatan.

Hukum: dibuat adalah untuk ditegekkan karena tanpa hukum,
kehidupan masyarakal ity sendii juga dibangun diatas pondasi hukum.
Bahkan setfiap institusi balk itu yang berkaiten dengan ekonomi,
pemerintahan, keluargsa, agama elaupun pendidikan berhubungan secara
langsung dergan pondasi hukum ini. Karenanya, kegagalan masyarakat
datam mematuhi hukum akan menyebabkan terganggunya ketertiban sosial
karena hukum adatah norma yang muncul pada diri kita, hukum merupakan
bagian dari kehidupan kita dan hukum berfungsi dalam kehidupan kita
sehagai pedoman yang harus dilkuti dengan maksud supaya kehidupan kita
diatur sedemikian rupa sehingga hak-hek dan kewajiban orang dibagi
sebagaimana mestinya.

Pembangunan di bidang hukum pada hakekatnya adalah
melaksanakan pembaharuan  hukum pada umumnya termasuk
penegakannya Pembangunan hukum pidana merupakan bagian dari
pembangunan hukum,k pada dasamya merupekan tuntuten dar adanya
perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang diakibatkan adanya
proses pembangunan. Pembangunan hukum pidana mencakup hukum
pidana formil dan hukum pidana materiif serla hukum pelaksanaan pidana.

Proses pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan di
bidang hukum dewasa ini {elah menghasitkan perubahan-perubahan sosial,
politik, ekonomi. kebudayaan di salu pihak kemudian di pihak lain
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menghasilkan  tunfulan-funtutan  serta  kebutuhan-kebutuhan  untuk
menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang dibadapi dalem masa
pembangunan.

Demikian juga sekitiat perubahan di dalam masyarakal karena proses
pembangunan tindak pidana yang dulu jarang sekarang muncul di dafam
masyarakal. Salah satu lindak pidana yang akhir-akhir ini sering limbhul
adalah lindak pidana d bidaing obat-obatan atau bermacam-macam obat.

Penyalehigunaan obat-obat ini lebih dikenal masyarakat luas sebagai
penyafahgunaan narkoba (narkotika dan obat berbahaya). Masalah
renyalahgunaen narkalik ¢i Indonesia yang sekarang ini diresakan semakin
gawal, mulai mungul pada tahun 1964, tidak lama setelah pemerintah
Republik Indonesia memhbuka pintu lebar-lebar dengan dunia luar,

Penyatahgunaan obaf-obatan tersebut belakangan ini semakin
digemari sebagian warga di negeri ini, bukan hanya dikatangan remaja. tetapi
lidak sedikit pula para orang lua yang juga menggunakannya. Keterlibatan
kasus {erhadep masalah obat-obatan teriarang ini lidak fagi mengenal status.
Ada pelajar, mahasiswa, swasla, pegawai neger, oknum aparal bahkan
belakangan ini anak-anak SD ikul terlibal pemakaian obat ini.

Sama haltya dengan pengguna obal lainnya, obal-obatan tersebid
bardampak negatif bagi si pemakai, dampak pertama yeitu merusak organ-
organ perifil (di luar) susunan syaral olak ysitu jeniung, penyempian
pembuluh darah, kenaiken fekanan darah sehingga pembuluh darah bisa
pecah dan kesemuanya itu bisa herakibat kematian bagi pemakai obat-
obatan ini memberikan dampak kenikmatan tersendiri sehingga dapal
menimbulkan ketergantungan obat. Dengan kelerganiungan obat ini lidak
musfahit aken menimbuikan efek lain  dalant pelaksanaan kehidupan
misainya timbulnya tindekan kriminalitas entara lain  pencurian
penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Narkotika dan obat-obatan terlarang berdampak negatif bukan hanyea
pada pengguna secara individu saja akan fetapi berdampak luas terhadap

generasi muda penerus bangsa, masyarakat juga bangsa dan negara.



Untuk menangoulangi penyebaran dan penyalahgunaan narkotika
dan obel-obatan terlarang fermasuk didalamnya pstkotropika dan obat-obat
keras secara luas pemerintah mengantisipasi dengan mengeiuarkan
kehijakan-kebijalkan tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal istiiah Undang-Undang Pidana Khusus
yaitu Undang-Undang Hukum Pidana selain Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana, Berdasarkan
ketemuan khusus ini Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1997 temang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997
tantang Narkctika yeng digunakan untuk  mengatur tindek pidena
penyalahgunaan obat-obatan yang bersifat kejahatan.

Di dalam masyarakal sering ada asumsi bahwa penjatuhan pidana
ierhadap pelaku tindak pidana di bidang o¢bat-obatan terialu ringan yaitu
hukumannya kurang deri 7 tabun atau hukuman denda maupun percobaan.
Hal ini berakibat sangal merugiken masyarakal fuas antara lain dapal
menimbukan kecanduan, karacunan obal serla kematian. Oleh sebab itu
GRHM 1969 - 2004 BAR V tentang arah kebhyakan yang berkaitan dfengan
masalah somal dab budaya pada bhulr 1, Mengenaw kesehatan dan
keszejahleraan sosial pada huruf b ditegaskan “memberantas secara
sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obaf-obal
terlarang  dengan memberikan  sanksi yang seberal-beratnya kepada
produsen, pengedar dan pemakai”. Diharapkan penegasan dalam GBHN ini
dapal menjadikan daser yang kuat bagi pemerinfah dan sparal penegek
hukum untuk memberantas penvalahgunaan obat-obatan keras narkotika dan
psikotropika.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba menufis makalah
yang berjudu! "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
OBAT-OBATAN KERAS, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA™

PERMASALAHAN
Berdasarkan uraisn delam pokok-pokek pikiran yang diungkapkan
dalam latarbelakang permasalahan diatas maka timbut beberapa masatah

yaitu ;



. Apskan fakior-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan

penyelahgunaan cbel-cbatan keras, psikolropika dan narkotika ?
Bagaimanaliah proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan
obat-obatar keras narkotika dan psikotropika ?

ill. PEMBAHASAN

1

Fakior-faklor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan
narkotika psikotropika dan obat-obat keras.
Penyalahginiaan narkotika dan obat-obat terlarang menimbulkan
dampak busuk bagi semua pihak terutama bagi generasi  penerus
bangsa, lemahnya suntu bangsa juga dipengaruhi oleh lemahnya
ketahanan jasmani dan rohani generasi penerus. Oleh sebab itu generasi
penerus bangsa merupakan sumber daya manusia yang harus dijaga
sungguh-sungguh dar pengaruh disekitarnya. Hal ini dijelaskan oleh
Koesnadi Hardjosoemantri behwa . "Sustu peristiwa yang menimpa diri
seseorang, dapa! disimpulkan sebagat resultante berbagai pengaruh
disekitarnya. Begilu banyek pengaruh yang mendorong manusia ke
dalam sesuatu korwlisi tertentu, sehingga wajar jika manusia tersebut
kemudian juga herusaha uniuk mengeri apakah sebenarnya yang
mempenaqaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh
lersebut. Kita berharap lentunya dapat menghindar dari pengaruh buruk
disekitar kita khususnya ferhadap penyalahgunaan narkolika, psikotropika
dan abal-obal lerlarang.
Acda beberapa faktor-faklor yang menimbuikan seseorang
melakukan penyalahgunaan narkotika, psikolropika dan obatl-obat keras,
yaitu
¥ Faktor lingkungan keluarga, misalnya saje ' sikap orang lua yang
keras terhadap anaknya, sikap orang fua yang masa bodoh terhadap
anakiya dan sikap crang {ua yang memanjakan anaknya.

¥ Falder sosial, misalnya - kurangnya penyaluran bakat dan tenaga
para remaja secara lerarah, manurunnya wibawa orang tua, sesepuh
dan petugas pemerintah. adanya kemsresotan moral dan mental

orang dewasa adanya gang-gang remaja, kurangnya tanggung jawab



para pedagang, kelemahan aparatur pemerinftah mengawasi
perédaran dan pemakaian narkolike den obet-obal terlarang.

¥ Faktor budaya asing. misalnya kebiasan-keblasaan orang asing yang
diihat di televisi (budaya dari luar negeri) yang diikuti oleh masyarakat
kita.

» Faldor ckonomi. miselnya lidak lerpenuhinya kebutuhan hidup sehari-
hari yang memadai ditambah sulitnya mencari peketjaan
menyebabkan orang berusaha uniuk memperoleh uang dengan jatan
yang mudah yaitu berjualan obat-obal keras, narkolika alau

psikotrapika.

Proses panegakan hukum ierhacap penyalahgunaan obat-obatan keras,
narkotika dan psikotropika.

Untuk mempermudah dalam membahas proses penegakan
hukum pidanaini maka pokok bahasannya mengenai fugas dan
wewenang aparat penegak hukum.

Delans proses penegakan hukum pidene di bidang obat-obatan
melibatkan aperat penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pemeriksaan
Obat dan Makanan (Deparlemen Kesehatan), Penyidik (Polisi),
Kejaksaan (Penunfuf Umum) dan Pengaditan {Hakim).

a. Penyidik Pegawa: Negeri Sipil dan Balai Pemeriksaan Obat dan
Makanan

Balai Pewveriksaan Obat dan Makanan adalah suatu instansi di
bawah Departeman Kesehatan yang mempunyai {ugas mengadakan
pengawasan lerhadap obal makanan dan minuman yang diproduksi
dan diperdagangkan.

Sebagei aparal penegak hukum maka didalam menjalankan
fugasnya lagsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dengan
keahliannya dapat mengungkapkan sejak awal adanya tindak pidana
di bidang obat-obatan.

Penyidiik Pegawat Negeri Sipil yang menjalankan lugasnya
harus selalu mengadakan koordinasi dengan POLRI. Sedangkan
penyidik POLRI  mempunyei kewajiban  unfuk mengadakan

pengawgsan, petunjuk serta banluan dalam rangka melaksanakan



tugas penyidik Pagawsi Negeri Sipil. Dengan demikian penyidik
Pengawai Negeri Sipit mempunyai wewenang untuk menyidik sendiri
terhadap tindak pidana terientu yang tercantum di dalam perundang-

undangan yang meniadi tanggung jawab untuk dioperasionaikan.

Pglisi (Fenyidik dan Penyelidikan).

Dolisi sebagai salah satu sub sistem dalam sistim peradilan
pidana bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang abstrak
menjadi nyata di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai bagian dari
suatu sistim, maks aparal kepolisian dalam menjalankan tugasnya
lerpegang pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tenlang
Ketentuan Pihak Kepaolisian Negara.

Polisi sahagai aparat penegak hukum menempati posisi
terdepan, polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat.
Polisi pada hakekatnya bisa dilihal sebagai hukum yang hidup. karena
memang di tangan pelisi #tulah  hukum pidana mengalami
perwuittdannva, melalui polisi itulah hal-hal yang bersifat filsafal
datam hukum pidana bisa dilransforimasikan menjadi ragewi dan
manusiawi dalem posisinya yang demikian ilulah polisi berhak
berhubungan dengan masyarakal dan menanggung resiko
mendapalican sorotan tajem dari masyarakat yang dilayani.

Khususnya dalarn penanganan lindak pidana di bidang obat-
obatan yang berupa kejahatan, polisi juga dibenkan tugas mefakukan
koordinasi pengawasan, petunjuk dan bantuan penyidikan kepada
penyidik Pegewar Negeri Sipil Balai POM dalam menjalankan

lugrasnya.

Jaksa (Penuntut Umum)

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu sistim dar sistim
peradilan pidana. Keiaksaan o negara-negare baral senng daniau
sebagal alat  yang berfungs: untuk mengatur meéngahrnya perkara

pidana ke dalar peradilan pidana.



Peranen kejaksaen di Indonesia sebagai aparal penegak
hukum mengélami perubahan fisik sejak dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1881 tentang Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, KKejaksaan tidak berfungsi lagi sebagai penyidik (kecuali jenis-
jenis kejahatar lertentu) tetapi berubah fungsinya sebagai penuntut
umum (Pasal 2 dan 4 KUHAP).

Di dalam menjalankan lugasnya sebagai penuntut umum yang
merupakan sub sistim peraditan pidana selaiu berhubungan dengan
sub sistim yang lain yaitu penyidik. Hubungan kerjasama antara
penuntul umum dengan penyidik ini terulama terjadi dalam
penyempurnaan hasil penyidikan yang disebut dengan pra
penuntutan. Hubungan dan kerja sama ini mempunyai ari yeng
penting dan strategis karena keberhasilan penyidikan akan membawa
keberhasitan penuntulan.

Hukum

Lembaga pengadilan mempunyai ugas untulk memeriksa serla
memutuskan suatc perkara dengan memberikan keputusan. Di dalam
perkara-perkara pidana, pengaditan memberikan kepulusan yang
berupe pembebasan atau peniatuhan pidana peda terdakwa akan
ditentukan dalam preses peradilan.

Dalam memufuskan perkara kekuasaan di bidang peradilan
harus merupakan kekuasaen yang bebas dan tidak memihak. Hal ini
memang sangat penting bagi suafu negara hukum. Yang
dimaksudkan dalam "peradilan yang behas dan tidak memihak adalah
kekuasaan peraailan yang dilakukan oleh hukum (Badan Peradilan)
untuk menyelesaikan suatu perkara elau pelanggeran hukum (baik
dan alal-alat negara sendiri maupun darn warga negara) harus bebas
dari segala macam pengaruh dan cempur tangan dan manapun

datangnya dalant benfuk apapun.



e.

Masyarakat

Dalam pemberaniasan penyalahgunaan obat-obatan keras,
psikotropika dan narkotika peran serta masyarakat tidak bisa
diabaikan. Saet ini baik dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan,
Kepalisian dan Kehakiman secara berkala memberikan informasi
lentariq obet-obatan keras dan narkolika serta psikotropika kepada
masyarakal dengan lujuan diharapkan secara pasti akan bahaya yang
ditimbull-an dari narkoba tersebut.

Selain informasi masyarakat dituntut berperan aktif membantu
aparat penegak hukum uniuk memberiken laporan tentang tindak
pidana yang terjadi sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan
keras, narkotika dan psikotropika.

' Begitu berbahayanya obat-obat keras, narkolika dan
psikolropika bagi kelangsungan hidup manusia menjadikan
masyarakal sadar untuk berperan akiif memberantasnya. Misalnya
dengan membuat speanduk-spanduk larangan atau enti narkoba di
cetiap gang (jalan masuk) lingkungan mereka dan langsung
mengadakan operasi pembersinan ke rumah-rumah yang di duga
tempat berlangsungnya transaksi narkoba dengan menangkap
penjual dan pemakai narkoba untuk diserahkan pada yang berwaijib.
Memberikan informasi-infformasi pada aparat penegak hukum bila
mengetahui adanva penyalahgunaan narkeba. Ada pula yang
melakukan demonstrasi menuntut pengedar narkoba untuk di hukum
dengan senksi seberat-beratnya.

Sebagian masyarakat kita yang lain ternyata lebih keras lagi
membasmi pengedar dan pemakai narkoba yaitu dengan cara main
hakim sendiri merusak dan membakar rumah pengedar narkoba.
Bahken ada juga pengedar narkoba yang dianiaya oleh masyarakat.
Hal ini terjadi karena masyarakat merasa para pengedar secara
terang-terangan mengedarkan barang terlarang tersebut tanpa rasa
takul. Kejadian ceperti ini sering kali terjadi tanpa dapat dihindari.

Sebetulnya peran akiif masyarakat ini sangat membantu
aparal penegak hukum datam menjalankan tugasnya. Akan tetapi

terkadang respon yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan
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keinginan masyarakat. Misalnya saja sanksi yang dijatuhkan tferhadap
penyaiahgunaan cbat-obet terlarang, narkofika dan psikotropika ini
masih ringan ditambah lagi masih ada aparat penegak hukum yang
melindungi pengedar dan pemakai narkoba. Bahkan yang
memprihatinkan anggota TN! dan Polri itu sendiri di duga banyak
yang menggunakan narkoba itu untuk di konsumsi sendiri.

Iv. KESIMPULAN

1. Dampek buruk penyalashgunaan narkotika dan obat-obalan ferlarang
serta psikolropika tidak dirasakan oleh manusia secara pribadi namun
sangat rmempengaruhi kondisi suatu bangsa oleh karena itu generasi
penerus bangsa rerupakan sumber daya manusia yang harus di jaga
sungguh-sungguh dari pengaruh sekitarnya.

2. Peran aparat dalam pembefantasan obaf-obatan keras, narkotika dan
psikotropika sast ini sangat diharapkan karena penegakan hukum akan
berhasil apabila aparat penegak hukum menjalankan lugasnya secara
baik dan benar. Peran aparal penegak hukum ini dilakukan dengan
mengadakan kerjasama antara aparat penegak hukum yang dilakukan
secara berkala melalui seminar atau peiatihan.

V. SARAN

Penjatuhan pidana mati pengedar obat-obat terlarang, narkotika dan
psikotropika merupakan puiusan yang tepat karena dampek dari obat-obatan
ini tidak Cuma dirasakan oleh pengguna secara individu saja, tetapi
berdampak cukup luas terhadap generasi muda penerus bangsa, masyarakat
juga bangsa dan negara. Suatu bangsa dan negara akan menjadi kokoh dan
kuaf jika di dukung ofeh generasi penerus yang berpotensi untuk membangun
bangsa da negara menuju kemajuan.

Penanganan penyalahgunaan obat-obat tertarang narkotika dan psikolropika
hendaknya dari masa ke masa ditangani lebih serius dan sanksi yang lagas
pula agar hegara ini bebas dari segala ancaman obat-obatan terlarang.



vl. DAFTAR PUSTAKA

0 Theo Huijpars, Filsafat Hukum, (Yogyakaria : Kanisius, 1995},

01 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungiawaban Pidana,
(Jakaria : 1981).

a Satjipta Rahardio, Negara Masyarakat Hukum dan Pembangunan di
Iindonesia datam 30 Tahun Hukum, (Bandung : UNPAD, 1980)

o Sumaryali, Peradllan Koneksitas di Indonesiz Suatu Tinjauan
Ringkias, (Jakarta : 1987).

10



